PERATURAN G—UBER UR KALIMANTAN BARAT
NOMOR | {2 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN | L e
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI -: SoEELne

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG: MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT -

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraaﬂ "'Negara'f?
yang bail dan bebas dari prakmk “tindak  pidan:
korupsi, serta mendomng peran. serta Aparamz;_-&pl
Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasar
tindak pidana korupsi;. perlu’ dﬁakukan ‘penanganan
terhadap setiap pengaduian terkait dugaail_._tmdaki_?_
pidana ko:rup& dan pelanggaran T S

b. bahwa Instruksi Presiden N{)mar _5 ':'-Tahu h
tentang Pencegahan dan’ Pemberantasanf Korupsi: dan
Peraturan Menten Pendayag.maan Aparatur Negar*'

penanganan ~laporan- pengaduan
Systeim) dugaan tmdak pzdana kompsl e

c. bahwa berdasarkan - per mmbangan sabagaimana :
dimaksud dalam huruf ‘a dan huraf b, periu
menetapkm Peraturan G—ubem&r tentang'
Penanganan Pengaduan (thstieblowm :
Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 aya‘ic '(6) Umdang«Undang Basar N@gara
Republik Indonesia "I‘ahl:m 1945 :



- Pembentukan D’t@rahuDaerah Otonom

Undang-Undang - Nomc)r 25 Tahun'f 51956 _tentang

Kalimantan Barat Kahmantaﬂ
Kahmantan T:zmur
Indones:ta Nomor

- Korupsi, Kolu31 “dan Nepomsme (Lemba;an Negara
Republik Indanesm ’I‘ahun 1999 Nomor ’75 "I‘mnbahanc_}-

Nomor - 3874) : :
Undang—Undang -Norror 20 "i‘ahu
Perubahan atas Undang»—Undang._ jomor: 31
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pid:

(Lembaran Negara Republik Indmms
Nomor: 134, Tambahan L&mbaral .
Indones1a Nemor 4150) :

‘Gndang Undemg Nomor 12 Tahu
Pembentukan ~ Peraturan '
(Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 82, Tambahan Lembalan Negar
Indonesza Nomor 5243} sebagalmana-;{te},_r

tentang Perubahan Atas ﬁndang—Undal_ NO
Tahun 2011 tentang Pembentukan - Pe ran
Perundang—Undangan (Lembaran Negar Rep bhk
Indonesia - Tahun 2019 Nomor 183 bahe

Pememntahan Daez ah. (Lembaraﬂgf‘-Neg_
Indones1a Tahun 2614 Nomor 24" :

temtang Clpi:a Kezja (L@mbarari :.Neg_ara Repubhk
Indonesia ~Tahun 2020 Nomor. 245, T_mbah_an

H

Lembaran Negara Repub}},k Indonesza No or 657 3);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3995);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara .
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 .
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integﬂtas_i--' B
Menuwju Wilayah Bebas dari Korupsi- daﬂ ‘Wilayah > 0
Birokrasi Bersih dan Melayani ~di- ngkungan* EEERIRN
Kementrian/Lembaga dan Pcmermtah Daerah (Ber:tta-ff'- i
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18 18y o
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri =
Pendayagunaan Aparatur - Negara dan’ Reformasr?“ﬂ__;_'_.a S
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan WMenteri: Pendayagunaan ‘Aparatur: i
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun =
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integntas RPN s
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan- Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani  di ngkungan S
Kementrian/Lembaga dan Pemerintah 'Daerah- (Bemta';"- PR
Negara Republik Indonesia ’I‘ahum 2019 Nomor 6’7 1) SRR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~ : PERATURAN  GUBERNUR = TENTANG SISTEM-.{'} S
PENANGANAN PENGADUAN (WHJSTLEBLOWING SY’STEM
TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. e |
2. Pemerintah Daerah adalah (}ubemur sebagaz unsur- peﬂyelenggam“ ey T
Pemerintahan Daerah yang memimpin peiaksanaan umsanl_.j 'f .
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provmsat Kahmantaﬁ Ba1 at _'
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. _ e
Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kahmantan Barat

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Kahmantan Barat

o s W

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dzsmgkat ASN adalah profes; ': S

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemermtah dengan perjanjlanf;:-_'

kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kahmantan Bamt el
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya dlsmgkat APIP g e

adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

5

Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang b@r‘iﬁugas d1 hngkungaﬁ_:” S

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dlsmgkat "I‘PK adalah imdak S o -
pidana sebagaimana dimaksud dalam UndanguUndang Nomor 317 i
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak P1dana Korupsz L

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Namor 20 ’I‘ahun -_ ;

2001. |
Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Serangkalaﬂm‘ldakam

untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana "kf":ii"ups_i melaim

upaya koordinasi, supervisi, monitor, -penﬁzeliéiikan g :”péﬁi}i&ikaﬁ: -

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadﬂa.n dengan per{m}.'_f ;. : p

serta masyarakat berdasarkan peraturan penmdangan

Whistleblower adalah seseorang yang melaporka,n perbua‘i:an ya.ng - A
berindikasi Tindak Pidana Korupsi {TPK) yang tergadl d1 da}am-_,; e SR
organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait Iamﬁya ya;ng mem111k1 L

akses informasi yang memadai atas terjadmya mdzkasz mndak p1dana:.-.: s

korupsi tersebut.

Whistleblowing System adalah mekanismeé ‘PenYampalan dan'.:_:':. S

penanganan pengaduan dugaan tindak pidana kompsz ya_ng telah-_._:_':j"_'_ﬁ-:._-_;

terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang mehba’zkan pegawa1 dan:

orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindalk pldana 1«:01111:»31 Yang- S -

dilakukan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Verifikator adalah petugas yang melakukan kamumkam dan veriﬁkasi _

data/informasi yang disampaikan oleh thstleblawer

Penelaah adalah petugas yang meiakukan teiaahan ierhadap_f'_}f"__' o

pengaduan yang disampaikan oleh thsﬂebfower '

Administrator adalah petugas pada Inspekterat y&ng beﬂugag_' e

mengatur, mengelola, dan mengawasi - operaszonal aphkasai_}}' S :_f

Whistleblowing System.

Audit/Pemeriksaan adalah proses 1dent1ﬁka$1 masa}.ah anahszs, danf': _:
evaluasi bukti yvang dilakukan secara mdependen ob'yektif dan-_ f--il-:: . " :
profesional berdasarkan standar audit, untuk mem}.az k&benaraﬂ e pa

kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiénsi, dan keandalaﬂ mfaz‘masxi_-.-::-':'-:"".' g

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemermtah




6 )

17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti éuétﬂ k@gxatanumuk pen
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dllaksanakan sesual .
dengan ketentuan, standar, rencana, atau- norma yang telah_'_"_f
ditetapkan. _ 3 o - o

18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan -membandin”gkan': 1&&511’""'atéa_;';'_;.'

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencan& atau norima yang S

telah ditetapkan, dan menentukan faktornfakter yang mempeﬂgamhiz i

keberhasilan atau kegagalan suatu keglatan dalam mencapal tujuan _ o
19. Pemantauan adalah proses penilaian’ kemaguan Suatu program atau e
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah- d1tetapkan | o |
20. Instansi penyidik adalah instansi yang diberi Wewenaﬂg klausus oleh E o
undang-undang untuk melakukan penyidikan. = :

21. Masyarakat adalah orang persecrangan atau k@l@mpok oramg

22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat: yang menangam i,ugas daﬂ

fungsi di bidang pelayanan informasi.

Pasal 2 _ R S i
Tujuan dibentuknya sistem penanganan pengaduan tmdak p}dana korupsrf P
di daerah adalah: ' '

a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tmciak pzdan :

korupsi di lingkungan Pemerintah Provmsz Kcthmantaﬂ Barat s _ |
b. memperbaiki sistem pengawasan dan . pencegahan peuyzmpanganfq_'_.i':j-"_?j';'f'f"._i"_-__ G

administrasi, kerugian perdata dan tindak pldana I{orupa sena e

persaingan usaha tidak sehat; PR o
¢. upaya pencegahan dan pemberantasan tiﬁ&ék- p idétié-kofii}f:'si""' term &Su}q

menyediakan mekanisme yang mﬁnj&m&n kerahasman 1dent1tas:f'.-"{:.;.j. o

Whistleblower. o : s

Pasal 3 : .

(1) Lingkup pengaduan yang akan dztmdak}.anguu melzputz segajia tmdakan Sk o
yang menurut undang-undang korupsi mengandung md}ka31 unsur._':ﬁf.' .

tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. SRR el '_ . :

(2) Untuk mempercepat dan mempemmdah proses tmdal( lanjut:_f:_:i

pengaduan, Whistleblower harus m@mberzkan 111(111{&31 a‘wal yang dapat-f‘:-.- S

dipertanggungjawabkan, meliputi:




. masalah yang diadukan (Whai).

Berkaitan dengan substansi penylmpangan yang diadukan

Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk’ mengungkapkaﬁ ; B

Jems—jems penylmpangan yang tidak sestai’ dengan ketentuan | ::.;..;_ R TR

perundan-undangan serta dampak adanya peny}mpangan =

. pihak yang bertanggungjawab (Who).

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimp'ah-gan ) a'tau'__,_ Foin

kemungkinan siapa saja yang dapat dzdug& 'melakukan;_i s

penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu d;mmtakan g ' ¥ o

keteranagn /penjelasan.
. lokasi kejadian (Where).

Berkaitan dengan dimana terjadinya Pei’lylmpangan (umt kelja) e

Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang hnglc:up peﬁegasan;.'

audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempatm ‘

dimana penyimpangan tersebut terjadi.
. waktu kejadian (When). Lo S
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut ’teizjacii Informa31

ini berguna dalam penempatan ruang hngkup penugasan audlt_f_i &

investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan pr oses kezjadl':

serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kmieria yang

berlaku.
. mengapa terjadi penyimpangan (Why).

Berkaitan dengan informasi penyebab ter;admya peny1mpangan

dan mengapa seseorang melakukannya hal 11‘11 berkaltan dengan'-: -

motivasi seseorang melakukan peny:mp&ngaﬂ yarlg akan mengarah

kepada pembuktian unsur niat (intent).

bagaimana modus penyimpangan (How).

Berkaitan dengan bagaimana P@I’lylmll’)&ngan ‘tersebut tetjadi St

Informasi ini membantu dalam penyusuﬂan medua Operandi‘{i-}.

penyimpangan tersebut serta untuk meyakum penyembunyiaﬁ e

(concealment), dan pengkonversian (canvemon) h&sﬁ penylmpaﬁcran



(1)

{2)

3

(4)

(1)

BAE 11
HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR/ WHISTLEBLOWER

Pasal 4

Masyarakat berhak mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan -

TPK serta menyampaikan saran dan pendapat kepada Pejabat yang
berwenang. | | )
Masyarakat yang melihat atau mendengar atau meﬂgalélﬁi' atau R
mengetahui dugaan TPK dapat melaporkan kepada Inspektorat..

ASN dan Tenaga Kontrak yang melihat atau mendengar adanya -_bu'kti'

permulaan atau mengalami adanya dugaan TPK wajib melaporkan .

kepada Inspektorat.

Penyampaian saran, dan pendapat atau permintaan mformas;
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara F

bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-'_'_-_ e

undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan Iiesopanan
Hak Whistleblower, meliputi: '
a. memberikan keterangan tanpa tekanan;

b. mendapatkan pendampingan;

c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi Hﬂ’usﬂeblawer

d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan peng&duan

e. mendapat nasihat hukum; dan

bty

mendapatkan perlindungan.

BAB I
MEEKANISME PENGADUAN
Pasal 5

Untuk melaksanakan sistem penanganan pengaduan dibentuk:Tim'-: S

Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan. mengelcala"
pengaduan yang terdiri dari: |

a. Penerima;

=

Bupervisor Verifikator;

Verifikator;

B0

Supervisor Penelaah;

Penelaah; dan

0

Administrator.



(2)

(3)

Susunan, tugas, dan wewenang Penerima, Supervisor Verifikator,
Verifikator, Supervisor Penelaah, Penelaah, dan Administrator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur,

Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat
terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan
profesional Penelaah, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti
minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, Wher). |
Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan
informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut. )
Setiap Whistleblower yang menyampaikan pengaduan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 harus disertai dengan bukti-bukti pendulmng
yang memadai. Lo

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh Whistleblower sebagaiﬁia'n:a
dimaksud pada ayat (5) adalah dugaan TPK.

Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria, maka

diupayakan mengundang Whistleblower untuk mempemleh tambahan.”. S

informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 6

Pengaduan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dapat =

disampaikan melalui:

a.

kotak Pengaduan yang ditempatkan di Inspektorat Provinsi Kahmantan' S

Barat;

. e-mail : whistleblower@kalbarprov.go.id

media dalam jaringan website Inspektorat:
inspektorat.kalbarprov.go.id;

aplikasi berbasis dalam jaringan: wbs.kalbarprov.go.id;
pengaduan langsung pada Inspektorat; dan

pengaduan melalui media lainnya.



(1}

(2)

10

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 7

Tindak lanjut terhadap pengaduan vang telah disampaikan .é;kaﬂ._ o

diregistrasi untuk dilakukan verifikasi terhadap materi pengaduan |
meliputi:

a. sesuai dengan kewenangan;

b. bersifat tidak jelas;

c. tidak sesuai dengan kewenangan; dan/atau

d. mencakup tugas dan fungsi dalam Perangkat Daerah tertemu

Verifikasi  terhadap materi pengaduan yang sesuai dengaﬁ o

kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam -ayat ( ) dﬁakukan i
kajian/analisis oleh penelaah paling sedikit memuat:
a. dugaan kasus;

b. unit kerja terkait;

c. pokok permasalahan/materi pengaduan;

d. ketentuan yang dilanggar; dan

e. kesimpulan.

Inspektorat wajib memberikan jawaban stas pertanyaan tﬁ”maﬂg GO
proses tindak lanjut laporan yang diajukan oleh Pelapor dalam j &Hglc:a-' S

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggai o

pertanyaan diajukan. -
Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi knterza dﬂa}mkaﬂ tmdak : '_ '

lanjut berupa audit investigatif.

Penugasan audit investigatif atas informasi laporajf'},/ péfigafdﬁm '6165-'._-2'- i

Whistleblower diprioritaskan terhadap hal-hal yaﬂg s‘i:rategls materzal B

dan menjadi sorotan publik.

Penugasan audit investigatif atas informasi 1aporan/ pengaduan tldak,: SR

dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:

a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dafiam -atau'télélh L .

dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Kcuanﬁaﬂ (BPK)'.- 5 G

atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lamnyd, dan e

b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang. daiam atau telah SR

dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi Penyld;k, e



(7)

&)

11

Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan
oleh Whistleblower sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu
dilakukan hal-hal berikut:
a. penentuan tim audit oleh Inspektur; dan
b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit.
Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain
anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh
Inspektur.
Verifikasi terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
a. meminta informasi tambahan kepada Whistleblower jika
identitasnya jelas;
b. tidak menindaklanjuti pengaduan jika:
1. identitas Whistleblower tidak jelas/tidak ada;
2. Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
3. materi pelanggaran tidak jelas;
4. pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan [atau
5. pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.

(10) Verifikasi terhadap materi pengaduan yang diterima tidak sesuai

dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengaduan diteruskan kepada Instansi yang berwenang.

(11} Verifikasi terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi

(1)

(2)

dalam perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengaduan dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan

fungsinya.

Pasal 8

Inspektur menyampaikan surat tugas vang mencantumkan sasaran
investigasi kepada pimpinan objek pemeriksaan.

Dalam melakukan penugasan audit investigatif sebagaimana dimaksud
ayat (1) dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi
penyidik.

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagai objek pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kooperatif dalam
pelaksanaan pemeriksaan, Inspektur dapat memberitahukan secara

tertulis permasalahan tersebut kepada Gubernur.
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(5)
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Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan
prosedur, investigasi, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai
keadaannya.

Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang
diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat
dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihalk- "
pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak
lainnya yang relevan.

Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat -(3)
dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap

bukti-bukti vang diperoleh, auditor mengideﬂtiﬁkasikar’i ~jenis -

penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya o

dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta plhakwpzhak
yang diduga terkait/bertanggung jawab.

Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, da_n
pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai
bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompéteh,- dan
relevan.

Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui ‘reviu,
pembahasan internal dengan tim pengarah guna rriel’ljaimiii.' muty,
mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permaSélalian yahg

timbul selama penugasan audit investigasi.

BARBV
EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN /PENGADUAN -
WHISTLEBLOWER
Pasal O

Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit

segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit invéstigatif ': L

sesuai pedoman standar audit.

Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk mempéroleh

simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan

bukti dan pencapaian sasaran penugasar.

Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah 'daﬁ
pejabat  lainnya di  lingkungan pemerintah  daerah  yang.
ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
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(4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakuksan ckspose

()

eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.

Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang
ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili perangkat =
daerah.

Dalam hal pimpinan perangkat daerah tidak sepakat dengan materi
hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat
alasan ketidaksepakatan tersebut dibahas bersama Gubernur. .
Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil aiudit".ciengén

Instansi Penyidik; |
ckspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil
audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan

kerugian keuangan Negara;

tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik: adalah L

untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/ aSpek'huktIM' ot

dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bétgi- Auditor

bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak .
Perdata atau yang bersifat tindakan administratif bempa Tunmtan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); = =
kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah’ Ha_sﬂ Ekspose
yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;
pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan .obyek |
penugasan dilakukan setelah adanya ekspose ekstefnalz Dalam’ hal *

pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung Jawab"- |

atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasﬂ audztr

dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan, Hasil- 2 :

pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan : yang -
bersifat pemberitahuan simmpulan hasil audit dan tidak meiﬁie’ﬂﬁkah -
persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan; I_
pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan dbyék :

penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau temasﬁk:pﬂiék

yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemi_.ilé;éﬁ; dan”

laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkaﬂ-setel'ah dilak‘iikézi

pembahasan dengan instansi Penyidik dan pembmaraan dengan"_. B

pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasarn. -
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(8) Pembicaraan akhir dengan plmpmaﬂ/atasaﬂ punpman obyek-_"_..j_.:

penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Ba?nan pemblcaraan' __-:_: ; s

akhir berupa simpulan hasil penugasan audit mvestlgaﬁf yamg telah o

mengakomodasi hasil ekspose eksternal.

(9) Hasil pembicaraan akhir dengan pzmpmam/atasaﬁ pimpman o'byek'_'_ :
penugasan dituangkan dalam Risalah Pembmaraaan Akhlr yang. oo
ditanda tangani oleh Inspektur dan pimpinai/atasan plmpman obyek'f,]f': S

penugasan, yang memual kesanggupan- p}_hak plmpman /afaSan-_-:'_ e

pimpinan obyek penugasan untulk melaksaﬂakan tindalk Ianjui

(10) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasaﬁ tzdak sem}u L

dengan simpulan hasil penugasan audlt mvesilgatlf stalah3:._':: S

Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai: ketldaksem;ummya e

dengan simpulan hasil penugasan audit 1nvest1gat1f

(11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan'-rriéﬁoiéik:: 'iinti,tk- Gt
menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka rzsalah cuk.upj

ditandatangani tim yang ditugaskan da}’l Ingpektur dﬁ?}gaf}i :_j:.:;.:;. :

menyebutkan alasan penoclakannya.

(12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/ atasari‘-:pim'piﬁéﬁ- E_ :

obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehmgga menghambat‘"f'_*:' _

penyelesaian laporan, maka pembicaraan &khli" dlganti dengan__i - |
menyampaikan simpulan hasil penugasan a-mdzt mvestzgauf secara,-_' by

tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yaﬂg S

bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut

Pasal 10

{1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari lapozan / pengaduaﬁ: s '_::: o

Whistleblower dituangkan dalam Laporan Hasil Audit }vaestigatif

(2) Laporan final hasil audit investigatif atas Iapomﬂ/ penaaduan'; e

Whistleblower sebagaimana dimaksud pada ay’at (1) d:lsampalkal'_l_;

kepada Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal terjadi benturan kepentingan dalam pmses tmdak 1&11]11%:._};” e

pengaduan TPK, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Per&turan- 2 S e

perundang-undangan.
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BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER
Pasal 12 _ _
(1} Gubernur wajib memberikan perlindungan kepada -_Whistiébla’ivéfz -
(2) Perlindungan terhadap Whistleblower Sebagaiméﬂa dimaksud-ayaf .5(1') o
dapat diberikan dalam bentuk: -
a. perlindungan terhadap kerahasiaan;
b. perlindungan terhadap karir; dan
c. perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum. _ _ o :
(3) Perlindungan kerahasiaan sebagaimana dimaksud: pada aya‘t (2) huru:f L
a wajib dilaksanakan oleh Pengelola Pengaduan dengan cara menjaga"
kerahasiaan identitas Pelapor dan Data/Informasi yang d1sampa1kan : |
(4) Dalam hal Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus o
diungkapkan, maka: e e A
a. pengungkapan identitas Pelapor hanya dapaf dilakﬁkaﬁ '. éfas:_:? e
persetujuan Pelapor dan Inspektur Daerah, kecuali d}tentukan 1am e
oleh ketentuan peraturan penmdang—u;ﬂdangan : ' o

b. pengungkapan Data/Informasi yang - dzsampmkan oieh Peiapor s

hanya dapat dﬂakukan atas persetujuan Ii‘lspektur Daerah kecuali - S
ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan BRI
(9) Perlindungan terhadap karir sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) huruf :
b adalah perlindungan terhadap Whistleblower yang bersiams Sebagal
ASN dan Tenaga Kontrak dari tindakan balasan/ perlakuan yang bersﬁat | L
administratif kepegawaian yang tidak Objektif dan memg1kan . o
(6) Perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum sebagazmana-} : S
dimaksud ayat (2) huruf ¢ diperoleh melalui Lembaga Perimciungan . _
Saksi dan Korban (LPSK) dan instansi lain yang berwenang berdasarkaﬁ :;.'_: s =
ketentuan peraturan perundang-undangan. ' ' e S
(7) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf 'b da‘ﬂ':hlimf : ._ {.: i .
diberikan kepada Tim Pengelola Pengaduan serta T1m Audzt Invesﬁgamf : o

yang melaksanakan tindak lanjut atas laporan.
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BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 13 | | e |
(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan: i_erha.dap Pelapor SeS"tlal S
ketentuan peraturan perundang-undangan. | S | . | S L
(2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dzmak:sud pacia ayat (1)_{: : o
berbentuk Piagam Penghargaan. _ PR

(3) Selain Piagam Penghargaan sebagalmana d1maksud pac‘ia ayat (2) dapat_.-"f::_ e

diberikan Penghargaan berupa:

a. promosi jabatan;

b. pendidikan dan pelatihan;

c. beasiswa pendidikan; dan/atau EEa e _ |
d. penghargaan lainnya sesuai ketentuan peratumn perundangu

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dlbemkan dalam hal‘.

Laporan pengaduan telah terbukt 'daﬂ berdasarkan Putusan"
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbuku teiah: g s e
terjadi tindak pidana dan/atau adanya Putusan Majehs Pemmbangan e i

Tuntutan Kerugian Daerah.

BARB VI
SANKSI
Pasal 14

(1} Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan kewaglbaﬁ me?iapor dengan'::;_"':_
segera apabila mengetahui ada hal yang. dapa’i: membahayakan atau-.'_:f_._{f“- e .
merugikan negara ateu pemeriniah ferufama dibidang keamenan,
keuangan dan materiil, dikenakan huk:uman ci1s1p11n sesuaz ketenman}_zf?_,.'_ e o
peraturan perundang—undangan _ el s S

(2) Pejabat yang menyalahgunakan Jabatan dan /atau kewenangannyai"-'
melakukan tindak balasan kepada Pelapor dlkenakan hukuman dxszplm-"f o

sesual ketentuan peraturan pemnc‘iang-—uﬁdangan

(3) Pengelola pengaduan yang mengungkapkan mformasz Sebagalmmm_-i
dimaksud dalam Pasal 11 yang dﬂakukan deﬁga_n t:tdak sesualﬁ_'{:l'_”ﬁ;;_'.l_
ketentuan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-:;f: .

undangan.
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(4) Pejabat/Pegawai yang berdasarkan hasil Audit Investigasi terbulkti
menganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran ‘proses
kerja pengelola pengaduan, dikenakan hukuman disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan.

(5) Bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan 'i:mdak pzda:ﬂa B

korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau: melanggar
hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknys  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. :
(6) Pejabat/Pegawai vyang beritikad baik dan bekerjasama dengan_
pemeriksa dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana kompm L
dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukumanf
disiplin yang diberikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 : _
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur

Nomor 37 Tahun 2013 tentang Sistem Penanganan Pengaduaﬁ-" .

(Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi (TPK) di- Llngkungan 8
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmantanf :
Barat Tahun 2013 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaim

Pasal 16 ST
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal . dmndemgk&m

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan: |
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Ber}.‘ca Daerah S

Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontaanak
pada tanggal g§f§ P *‘ggi@ %% @«% d

MGUBERNUR MLIMANTAN BARAT f L

¢ SUTARMIDJT

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal %4 ortleprg ety

Pj. SEKRETARIS DAERAH
VINSI KALIMANTAN BARAT,

AMUEL




